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POHON KINERJA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN 
 
 
 
 
 
 

VISI 
Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia 

yang Agung

 

TUJUAN Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri 

dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang 

berkepastian, setara dan berkeadilan  

Mewujudkan Badan Peradilan yang Transparan, 

Akuntabel, Modern dan Profesional

 
 

SASARAN 
 

Terwujudnya Peradilan yang 

efektif, Transparan, Akuntabel 

Responsif dan Modern 

 

Meningkatnya Tingkat 

Keyakinan dan Kepercayaan 

Publik 

 Terwujudnya Peradilan yang  

Transparan dan Profesional 

 
 
 
 
 

Keterangan : Tujuan dan Sasaran Strategis Pengadilan Negeri TEMBILAHAN selaras dengan Tujuan dan Sasaran Strategis  Mahkamah Agung 
 

 
 
 
 
 
 

 

SEKRETARIS 

Terwujudnya dukungan pelaksanaaan tugas Pengadilan Negeri Tembilahan 

 

PANITERA 
Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Negeri Tembilahan 

SASARAN 

INDIKATOR 

Terwujudnya Peradilan yang 
efektif, transparan, akuntabel, 

responsive dan modern 

Meningkatnya Tingkat 
Keyakinan dan Kepercayaan 
Publik 

Terwujudnya Manajemen Peradilan 

yang Transparan dan Profesional 

TUJUAN 

a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu; 

b. Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu 

c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan 

tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan 

pengajU 

d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat 

banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada 

para pihak 

e. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori 

putusan 

f. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perkara 

perdata 

g. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan 

keadilan restorative 

h. Persentase pekara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi 

i. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi 

j. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggu- nakan e- 

Court 

k. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- 

Berpadu) 

l. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik 

(e- Berpadu) 

a. Indeks kepuasan 
pengguna layanan 

pengadilan berdasarkan 
standar layanan yang 
ditetapkan 

 

a. Indeks Profesionalit as Aparatur Sipil 

Negara (IP ASN) Satuan Kerja 

Pengadilan 

b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan 

Anggaran (IKPA) Satuan Kerja 

Pengadilan DIPA BUA 

c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan 

Anggaran (IKPA) Satuan Kerja 

Pengadilan DIPA Badilum  

d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 

(NKPA) DIPA BUA 

e. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 

(NKPA) DIPA Badilum 

f. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) 

Satuan Kerja Pengadilan 

 

SASARAN 

INDIKATOR 

KEGIATAN Menerima, Memutuskan dan menyelesaikan Perkara 

Terlaksananya efektivitas dalam menerima, memutus dan 
menyelesaikan perkara yang diterimanya 

Persentase Perkara yang diterima, diputus dan diselesaikan 
tepat waktu 
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Penegakan dan Pelayanan Hukum PROGRAM Dukungan Manajamen 

Eselon III ( Panitera) Hakim Eselon III ( Sekretaris) Hakim Eselon III ( Panitera) 
Eselon III ( Sekretaris) 

Pimpinan 

Melaksanakan tugas pengawasan 

 
Terlaksananya pengawasan bidang 

 

Persentase pengawasan bidang yang ditindaklanjuti 

Pimpinan 



;

SASARAN 

INDIKATOR 

KEGIATAN PANITERA 
 Melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis 

dan administrasi perkara serta penyelesaian surat-
surat yang berkaitan dengan perkara secara efektif 

dan efisien 

Peningkatan penyelesaian perkara dan index persepsi pencari 

keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan 

1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu; 

2. Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu 

3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi 

dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengajU 

4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK 

tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak 

5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan 

6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perkara perdata 

7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative 

8. Persentase pekara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi 

9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi 

10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggu- nakan e- Court 

11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu) 

12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu) 
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SEKRETARIS 
Melaksanakan organisasi, keuangan, sumber daya 
manusia, serta sarana dan prasarana secara efektif 

dan efisien 

Peningkatan pemberian dukungan dibidang administrasi dan index 
persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan 

1. Persentase pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan urusan 
perencanaan program dan anggaran; 

2. Persentase pelaksanaan urusan kepegawaian; 

3. Persentase pelaksaan urusan keuangan; 
4. Persentase pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan penataan 

organisasi dan tata laksana; 
5. Persentase pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik; 
6. Persentase pelaksaanan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan 

rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat dan 
perpustakaan; 

7. Persentase pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta 
pelaporan yang tepat waktu dan ditindaklanjuti; 

8. Persentase pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua 
Pengadilan Negri yang dilaksanakan tepat waktu. 

Pimpinan 

(Sasaran 2) 

Pimpinan 

(sasaran 1) 

Pimpinan 

(Sasaran 3) 

Eselon IV (Bagian Kepaniteraan) Eselon IV (Bagian Kesekretariatan) 
Crosscuting ( Panitera dan Sekretaris) 

SASARAN 

INDIKATOR 
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Panmud Perdata 
Melaksanakan  administrasi 
Perkara di bidang perdata 

Panmud Hukum 
Melaksanakan administrasi 
perkara di bidang hukum 

Panitera 
Pengganti 

Melaksanakan 
dukungan 

persidangan 

Jurusita 
Melaksanakan 

dukungan 
persidangan 

Panmud Pidana 
Melaksanakan administrasi 

Perkara di bidang pidana 

Terlaksananya administrasi 
perkara Perdata secara 

efektif dan efisien 

 

Terlaksananya administrasi 
perkara Pidana secara efektif 

dan efisien 
 

Terlaksananya pengelolaan 
perkara, pengarsipan humas 

dan pelaporan 
 

Terlaksananya 
dukungan 

persidangan 

 

Terlaksananya 
dukungan 

persidangan 

 

1. Persentase pemeriksaan dan 
penalahaan kelengkapan 
berkas perkara perdata tepat 

waktu; 
2. Persentase registrasi perkara 

Perdata yang tepat waktu; 
3. Persentase distribusi perkara 

perdata tepat waktu; 
4. Persentase pemberitahuan isi 

putusan tingkat pertama 
kepada para pihak yang tidak 
hadir; 

5. Persentase penyampaian 
pemberitahuan putusan 
tingkat banding, kasasi dan PK 
kepada para pihak; 

6. Persentase penerimaan dan 
pengiriman berkas yang 
dimohonkan banding, kasasi 
maupun PK; 

7. persentase penerimaan dan 
pengiriman berkas 
konsiniyasi; 

8. persentase pelaksanaan 
penerimaan permohonan 
eksekusi; 

9. persentase pelaksanaan 
penyimpanan berkas perkara 
yang belum mempunyai 
hukum tetap; 

10. persentase pelaksanaan 
penyerahan berkas perkara 
yang sudah berkekuatan 
hukum tetap kepada 
kepaniteraan hukum; 

 

1. Persentase pemeriksaan dan 
penelaahaan kelengkapan 
berkas perkara pidana; 

2. Persentase registrasi perkara 
pidana yang tepat waktu; 

3. Persentase distribusi perkara 
pidana secara tepat waktu; 

4. Persentase penerimaan dan 
pengiriman berkas perkara 

yang dimohonkan banding, 
kasasi dan PK; 

5. Persentase pelaksanaan 
pemberitahuan isi putusan 
tingkat pertama kepada para 
pihak yang tidak hadir; 

6. Persentase persetujuan izin 

penyitaan / penggeledahan dan 
perpanjangan penahanan 
melalui e-Berpadu; 

7. Persentase pelaksanaan 
verifikasi e-izin besuk e-
pembatalan melalui e-berpadu; 

8. Persentase pelaksanaan 

pemberitahuan putusan tingkat 
banding, kasasi , dan PK kepada 
jaksa dan penasehat hukum; 

9. Persentase penyimpanan 
berkas perkara yang belum 
mempunyai hukum tetap; 

10. Persentase penyerahan berkas 

perkara yang sudah 
berkekuatan hukum tetap 
kepada kepaniteraan hukum; 

11. Persentase pelaksanaan 

WASMAT  ke Rutan / lapas; 

1. Persentase pengelolaan 
perkara yang akurat; 

2. Persentase penyajian 

statistik perkara yang 
akurat; 

3. Persentase penyusunan 
dan pengiriman 
pelaporan perkara yang 
terdokumentasikan baik 

dan tepat waktu; 
4. Persentase penataan, 

penyimpanan dan 
pemeliharaan arsip 
berkas perkara yang 
terdokumentasi dengan 
baik; 

5. Persentase penanganan 
informasi; 

6. Persentase penanganan 
pengaduan yang 
ditindaklanjuti secara 

tepat waktu;  

1.  Persentase 
penerimaan berkas 
perkara; 

2. Persentase 
mencatat jalannya 
sidang pengadilan; 

3. Persentase 
membuat Berita 
Acara Sidang; 

4. Persentase 

minutasi perkara; 

1. Persentase 
membuat 
relaas panggilan 
dan 
pemberitahuan; 

2. Persentase 
membuat 
penetapan 
aanmaning; 

3. Persentase 
melaksanakan 
sita eksekusi; 

4. Persentase 
melaksanakan 
ekekusi; 

5. Persentase 
mendampingi 
majelis hakim 
melaksanakan 
persidangan 
setempat; 

6. Persentase 
menyampaikan 
penawaran 
pemberitahuan 
konsinyasi; 

Pelaksana Bagian Kepaniteraan 

Crosscotting ( Kepaniteraan dengan kesekretariatann) 

ESELON III (PANITERA) 
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KEGIATAN 
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Pelaksana Kepaniteraan Perdata 
Melaksanakan administrasi perkara 

di bidang Perdata 

Pelaksana Kepaniteraan Pidana 
Melakukan administrasi perkara di bidang 

Pidana 

PelaksanaKepaniteraan Hukum 
Melakukan administrasi perkara di bidang 

Hukum 

Terlaksananya  administrasi perkara 
di bidang Perdata secara efektif dan 

efisien 

Terlaksananya  administrasi perkara di bidang 
Pidana secara efektif dan efisien 

 

Terlaksananya  pengolahan dataperkara, 
pengarsipan, humas dan pelaporan 

1. Melaksanakan pemeriksaan dan 
penelaahan kelengkapan berkas 
perkara perdata; 

2. Melaksanakan registrasi gugatan 
dan permohonan; 

3. Melaksanakan distribusi perkara 
yang telah di register untuk 
diteruskan kepada ketua majelis 
hakim berdasarkan penetapan 
penunjukan majelis hakim dari 
Ketua Pengadilan Negeri Pasir 
Pengaraian; 

4. Melaksanakan penerimaan 
kembali berkas perkara yang 
sudah diputus dan diminutasi; 

5. Melaksanakan pemberitahuan isi 
putusan tingkat pertama kepada 
para pihak yang tidak hadir; 

6. Melaksanakan pemberitahuan 
penyampaian putusan tingkat 
banding, kasasi dan peninjauan 
kemball kepada para pihak; 

7. Melaksanakan penerimaan dan 
pengiriman berkas perkara yang  
dimohonkan banding, kasasi dan 
PK; 

8. Melaksanakan pengawasan 
terhadap pemberitahuan isi 
putusan upaya hukum kepada 
para pihak dan menyampaikan 
relas penyerahan isi putusan 
kepada PT Riau dan MA; 

9. Melaksanakan penerimaan 
konsinyasi; 

10. Melaksanakan penerimaan 
permohonan eksekusi; 

11. Melaksanakan penyimpanan 
berkas perkara yang belum 
mempunyai kekuatan hukum 
tetap: 

12. Melaksanasan penyerahan berkas 
perkara yang sudah berkekuatan 
hukum tetap kepada panitera 
muda hukum; 

1. Menerima dan memberi nomor berkas 
perkara pidana biasa dari JPU; 

2. Menerima pelimpahan berkas perkara 
acara pemeriksaan singkat dari jpu dan 
meneruskan ke KPN/WKPN melalui 
panitera; 

3. Menerima dan meneliti berkas pidana 
cepat dari penyidik; 

4. Menerima dan meneliti berkas pidana lalu 
lintas dari penyidik; 

5. Menerima, meneliti dan memberi nomor 
berkas perkara pidana anak; 

6. Menerima permohonan penetapan diversi 
dari penyidik JPU dan memeriksa 
kelengkapan permohonan dan 
persyaratan; 

7. Memeriksa draft penetapan diversi untuk 
ditandatangani KPN; 

8. Menerima permohonan praperadilan dan 
meneliti kelengkapannya; 

9. Menerima permohonan banding dari 
pembanding; 

10. Menerima berkas yang dimohonkan 
banding dari panitera pengganti/minutasi; 

11. Menerima dan memeriksa memori 
banding atau kontra memori banding; 

12. Menerima permohonan kasasi; 
13. Memeriksa persyaratan formil 

permohonan pernyataan kasasi; 
14. Menerima permohonan serta alasan 

peninjauan kembali dari JPU atau 
terpidana/ ahli waris: 

15. Menerima berkas perkara dari Mahkamah 
Agung RI dan input SIPP; 

16. Menerima surat salinan permohonan grasi 
yang ditujukan kepada presiden dan 
terpidana atau kuasa hukumnya atau 
keluarga terpidana untuk diteruskan 
kepada KPN/WKPN melalu panitera; 

17. Meneliti permohonan apakah memenuhi 
syarat format atau tidak; 

18. Menerima meneliti surat permohonan izin 
persetujuan penyitaan /penggeledahan 
dari penyidik; 

19. Menerima, meneliti surat permohonan 
perpanjangan penahanan dari penyidik ; 

20. Menyerahkan penetapam perpanjangan 
penahanan kepada pemohon; 

21. Memeriksa kelengkapan berkas  perkara; 

1. Melaksanakan pengumpulan, 
pengelolaan dan penyajian data 
perkara; 

2. Melaksanakan penyajian statistik 
perkara; 

3. Melaksanakan penyusunan dan 
pengiriman pelaporan perkara; 

4. Melaksanakan penataan, 
penyimpanan dan pemeliharaan 
arsip perkara; 

5. Melaksanakan kerja sama dengan 
arsip daerah untuk penitipan 
berkas perkara; 

6. Melaksanakan penyiapan, 
pengelolaan dan penyajian 
bahan-bahan yang berkaitan 
dengan transparansi perkara; 

7. Melaksanakan penghimpunan 
pengaduan dari masyarakat; 

Crosscuting (Kepaniteraan dengan Kesekretariatan) 

PEJABAT ESELON 4 (BAGIAN KEPANITERAAN) 



 

SASARAN 

INDIKATOR 

KEGIATAN 
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Kasubbag PTIP 
Melaksanakan penyiapan 

bahan pelaksanaan urusan 
perencanaan, TI dan Pelaporan 

Kasubbag 
Kepegawaian 

Melaksanakan penyiapan 
bahan pelaksanaan urusan 

ORTALA 

Pranata Komputer 
Melaksanakan 

kegiatan TI berbasis 
komputer 

Arsiparis 
Melaksanakan 

kegiatan 
arsiparis 

Kasubbag Umum & 
Keuangan 

Melaksanakan penyiapan bahan 
pelaksanaan umum dan keuangan 

Terlaksananya penyiapan 
bahan pelaksanaan urusan 

perencanaan, TI dan Pelaporan 

Terlaksananya Penyiapan 
Bahan Pelaksanaan Umum 

dan Keuangan 
 

Terlakasananya  penyiapan 
bahan pelaksanaan urusan 

ORTALA 

 

Terlaksananya 
kegiatan TI 

berbasis komputer 

 

Terlaksananya 
kegiatan 
arsiparis 

1. Persentase penyiapan 
bahan pelaksanaan, 
program, dan anggaran 
yang terlaksana secara 
berkualitas dan tepat 
waktu; 

2. Persentase pengelolaan 
teknologi informasi dan 
statistik yang terlaksana 
secara berkualitas dan 
tepat waktu; 

3. Persentase pelaksanaan 
pemantauan, evaluasi dan 
dokumentasi serta 
pelaporan yang terlaksana 
secara berkualitas dan 
tepat waktu; 

 

1. Persentase penyiapan 
pelaksanaan urusan surat 
menyurat, arsip, 
perlengkapan, rumah tangga 
keamanan, keprotokolan, 
hubungan masyarakat, 
perpustakaan yang 
terlaksana secara berkualitas 
dan tepat waktu; 

2. Persentase pelaksanaan 
perawatan dan pemeliharaan 
gedung sarana dan prasarana 
yang terlaksana secara 
berkualitas dan tepat waktu; 

3. Persentase pelaksanaan 
pengelolaan anggran, 
perbendaharaan akutansi 
dan verifikasi, pengelolaan 
barang milik negara serta 
pealaporan keuangan yang 
terlaksana secara berkualitas 
dan tepat waktu; 

1. Persentase penyiapan 
bahan pelaksana, 
penyusunan formasi, 
pendataan dan 
pengembangan pegawai, 
pengusulan kenaikan 
pangkat, pemindahan 
dan mutasi, pengusulan 
pemberhentian dan 
pensiun serta 
pengelolaan sasaran 
kerja pegawai, 
administrasi jabatan 
fungsional dan 
pengurusan Askes dan 
disipilin pegawai yang 
terlaksana secara 
berkualitas dan tepat 
waktu; 

2. Persentase pelaksanaan 
organisasi dan tata 
laksana yang terlaksana 
secara berkualitas dan 
tepat waktu; 

1. Persentase 
perencanaa 
pengembangan TI 
yang 
terdokumentasi 
dengan baik; 

2. Persentase 
pengembangan 
system informasi 
yang 
terdokumentasi; 

3. Persentase 
pemantauan 
kinerja TI yang 
terdokumentasi 
dan 
ditindaklanjuti; 

Persentase 
Pelaksanaan 
kegiatan 
pengelolaan Arsip 

ESELON III (SEKRETARIS) 

Pelaksana Bagian Kesekretariatan 
Crosscotting (kesekretariatan dengan Kepaniteraan) 
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INDIKATOR 

Pelaksana Sub Bagian PTIP 
Melaksanakan penyiapan bahan 

pelaksanaan urusan perencanaan 
teknologi informasi dan pelaporan 

Pelaksana Sub Bagian Umum dan Keuangan 
Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan 

umum dan keuangan 

Pelaksana Sub Bagian Kepegawaian dan 
ORTALA 

Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan 
Kepegawaian dan ORTALA 

 

Terlaksananya penyiapan bahan 
Pelaksanaan urusan perencanaan, 
teknologi informasi dan pelaporan 

 

Terlaksananya penyiapan bahan 
pelaksanaan umum dan 

keuangan 
 

Terlaksananya penyiapan bahan 
pelaksanaan Kepegawaian dan 

ORTALA 
 

1. Pengajuan Perencanaan 
anggaran DIPA; 

2. Pengajuan revisi anggaran 
DIPA; 

3. Melakukan sinkronisasi 
SIPP ke MIS, server MA, PT 
dan website; 

4. Melakukan backup 
database; 

5. Pengelolaan SIPP, e-court, 
e-berpadu; 

6. Melakukan pengiriman 
Putusan ke dirput MA; 

7. Melakukan update 
informasi website dan 
media sosial; 

8. Pengelolaan Internet; 
9. Pemeliharaan 

infrastruktur IT; 
10. Penyusunan laporan 

tahunan; 
11. Penyusunan laporan 

SAKIP; 
12. Penginputan data e-

monev; 
13. Penginputran data e-sakip; 
14. Membuat Monev capaian 

kinerja; 

1. Persentase pencatatan data kepegawaian secara 
elektronik berhubungan dengan belanja pegawai tepat 
waktu; 

2. Persentase perubahan data yang tercantumpada SK untuk 
mendapat tunjangan keluarga yang tepat waktu; 

3. Persentase pembuatan daftar GI, GS, KG, terusan 
penghasilan/ gaji, uang muka gajl, uang lembur, 
UM,hanorarium, vakasi, dan perhitungan BP lainnya yang 
tepat waktu; 

4. Persentase permintaan BP, ADK perubahan data pegawai, 
ADK BP, daftar perubahan data pegawai kepada PPK yang 
tepat waktu; 

5. Persentase pembuatan surat keterangan penghentian 
pembayaran (SKPP) yang tepat waktu; 

6. Persentase pengajuan SPM dan beserta lampiran SPP 
yang akurat dan tepat waktu; 

7. Persentase penomoran surat keluar yang tepat waktu.; 
8. Persentase penginputan persediaan yang akurat dan tepat 

waktu; 
9. Persentase distribusi surat masuk sesuai bidangnya tepat 

waktu; 
10. Persentase pembuatan SK penggunaan BMN yang tepat 

waktu; 
11. Persentase persiapan rapat dan pelantikan tepat waktu; 
12. Persentase pembuatan laporan dan monitoring 

pemeliharaan aset BMN yang akuntabel dan tepat waktu 
13. Persentase kegiatan penyajian informasi dan 

pengumpulan dokumentasi; 

14. Persentase perawatan dan pemeliharaan gedung , sarana 
dan prasarana, perlengkapan, belanja ATK dan keperluan 

kantor lainnya yang akuntabel dan tepat waktu; 
15. Persentase pengiriman surat melalui pos dan 

lainnya secara tepat waktu; 

1. Melaksanakan usulan kenaikan pangkat hakim 
dan pegawai; 

2. Menyelesaikan surat kenaikan gaji berkala 
(hakim dan pegawai) 

3. Melaksanakan pengelolaan cuti hakim dan 
pegawai; 

4. Menyelesaikan dokumen pelantikan dan/atau 
pengambilan sumpah jabatan; 

5. Melaksanakan pengelolaan SKP dan capaian 
kinerja; 

6. Melaksanakan monitoring data dan dokumen 
melalui aplikasi SIKEP; 

7. Mengkoordinasikan pelaksanaan BAPERJAKAT; 
8. Melaksanakan penyiapan daftar hadir masuk 

dan pulang; 
9. Melaksanakan evaluasi; 
10. Melaksanakan pendokumentasian serta 

penyusunan laporan; 
11. Menyiapkan surat rekomendasi Tim Pemeriksa 

Penegakan Disiplin Pegawai; 
12. Menyiapkan pengantar Hukuman Disiplin 

Hakim dan Pegawai; 
13. Melakukan Analisis Jabatan dan Beban Kerja; 
14. Melaksanakan penyiapan Daftar Urutan 

Kepangkatan (DUK); 
15. Melaksanakan penyiapan Daftar Urutan 

Senioritas (DUS); 
16. Melaksanakan Bezetting Bezetting Hakim dan 

Pegawai; 
17. Melakukan penataan dokumen kepegawaian; 
18. Melaksanakan organisasi dan tata laksana; 

PEJABAT ESELON 4 BAGIAN KESEKRETARIATAN 

Crosscutting (Kesekretariatan dengan Kepaniteraan) 


